
 

ABSTRAK 

   
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) adalah pajak yang 

diterima oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan daerah 

pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atau 

bahan bakar  yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor 

termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air. Penyedia bahan 

bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina atau Produsen bahan bakar lainnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan penulis mengambil judul ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan penerimaan pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan juga 

instansi-instansi yang terkait didalamnya, landasan dasar hukumnya, kendala 

dalam penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). 

Objek tugas akhir yang dilakukan oleh penulis di Dinas Pendapatan 

Daerah (DISPENDA) Provinsi Jawa Barat yang merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah yang bertujuan meningkatkan 

pendapatan daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

mengembangkan koordinasi secara sinergis dibidang pendapatan, yang berlokasi 

di Jalan Soekarno-Hatta No.528 Bandung. 

Metode tugas akhir yang merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, 

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan 

mengenai masalah yang sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi lapangan 

dan studi kepustakaan. 

Perhitungan Penerimaan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) 

telah dilakukan oleh DISPENDA dengan baik, yang dijalankan sesuai dengan 

ketentuan, sistem, dan prosedur yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa 

kendala dalam penerimaannya. 
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ABSTRACT 
 

 

Motor vehicle fuel tax (PBBKB) is the tax received by local governments 

based on local regulations rule Number 65 of 2001 on local taxes or fuel taxes 

which are provided or considered to be used for motor vehicles, including fuel 

used for vehicles over the water. The providers of the automotive fuel are 

Pertamina or other fuel producers. 

     Based on the above explanation, the author’s reason to take this title is to 

find out how to calculate tax revenue motor vehicle fuel by the Regional Revenue 

Office and other related agencies therein, the basic foundation of its legal, tax 

revenue constraint in motor vehicle fuel (PBBKB). 

    The final object of this assignment that is done by the author at the Regional 

Revenue Office (Dispenda) West Java Province whom is the executive element of 

the Local Government in the field of regional income which aims to increase the 

local revenues, and to improve the service to the community and to develop a 

synergistic coordination in the field of revenue, which is located at Jalan 

Soekarno -Hatta No.528 Bandung. 

    Final method, which is an effort made to obtain data required in the 

preparation of this Final Report. The method used is descriptive analysis which 

illustrates the ongoing problem on the basis of data obtained. The data collection 

techniques used by writer is field study and literature study. 

 Calculation of Revenue motor vehicle fuel tax (PBBKB) has been well-

carried out by Dispenda, which is run in accordance with the regulations, systems 

and procedures that apply even if there are still some obstacles in its acceptance. 
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